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ABSTRACT 
 

PTSL activities organized by the government intended to improving the 
society welfare and the country's economy prosperity. The result of the PTSL 
program is a land certificate which provide opportunities for the micro 
communities and small business actors in Sidorejo Village as collateral in 
obtaining business capital. Sidorejo Village is one of the villages in Wungu 
District which became the location for the PTSL implementation in Madiun 
Regency in 2017, with 1,088 land parcels that have been certified. 

This study aims to determine the utilization made by business actors who 
receive the PTSL certificate program in 2017 in order to increase business capital, 
as well as the role of the government and financial institutions in empowering 
land rights for the business community in Sidorejo Village. The method used in 
this research is descriptive qualitative that aim of obtaining a deep understanding 
of the utilization  made by 30 business actors in Sidorejo Village, obtaining loan 
funds in order to increase business capital. 

The results of this study are, there are 16 business actors who have used 
land certificates to obtain capital loans, but only 4 of them have the prospect of 
increasing business capital. The other, 14 business actors have not utilized land 
certificates for any purpose on the grounds that they still have sufficient capital 
and  worried that they will not be able to pay installments every month. 
Cooperation and coordination between the Madiun Regency Land Office and the 
Office of Trade, Cooperatives and Micro Enterprises cannot be implemented due 
to constraints regarding the budget that has not been allocated for empowerment 
activities for land rights for micro and small business communities. 

The lack of public awareness in utilizing land certificates for capital needs 
to be addressed by carrying out empowerment and assistance activities by the 
government to provide knowledge, insight and business actors understanding in 
Sidorejo Village utilizing land certificates as collateral for obtaining loans, in 
order to build and improve businesses so that they can achive welfare and 
prospects for increasing capital of business actors. 
 
Keywords: Certificates Utilization, Business Actors, Capital Increase. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Visi, misi dan agenda pemerintahan yang diusung oleh Presiden Joko 

Widodo pada masa pemerintahan tahun 2014-2019 atau lebih dikenal 

dengan Nawa Cita yang bermakna sembilan agenda prioritas pemerintah, 

memiliki tujuan untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita 

Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, yang dikenal dengan istilah 

Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan 

berkepribadian dalam kebudayaan (Soleman & Noer 2017). Demi 

mewujudkan sembilan agenda tersebut, diperlukan suatu kerja nyata dimulai 

dari pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya akselerasi di 

berbagai bidang. Nawa Cita telah dijabarkan ke dalam Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan penjabaran lebih detail berupa 

program dan proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing 

Kementerian/Lembaga (Sumarto 2017). 

Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, 

Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 

2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) 

dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan dan 

pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pembangunan daerah. Peraturan tersebut telah mengalami 

dua kali perubahan, pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kemudian kedua 

adalah Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 
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Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(Kementerian ATR/BPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 

2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan 

dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan Negara. Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional 

yang telah ditetapkan, Kementerian ATR/BPN memiliki tujuan utama 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 33 ayat (3) yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Sebagai komitmen mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup 

bagi rakyat yang merupakan implementasi dari Nawa Cita, Kementerian 

ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Tahun 2015-2019, dengan dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria 

yang adil dan berkelanjutan;  

2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;  

3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan 

perkara). 

Salah satu proyek strategis nasional yang dilaksanakan oleh 

Kementerian ATR/BPN adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Sesuai penjelasan pada Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, program ini merupakan 

kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang 
2 

 



setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis 

mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan 

pendaftarannya.  

Seiring dengan pelaksanaannya, regulasi mengenai program PTSL 

telah mengalami tiga kali perubahan, dimulai dari Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian diubah dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

dan yang terbaru saat ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Pelaksanaan program PTSL dilaksanakan sejak tahun 2017, dengan 

target awal sertipikasi 5 juta bidang tanah. Kemudian pada tahun 2018 dan 

2019 jumlah target PTSL meningkat menjadi 7 dan 9 juta bidang tanah. 

Data Kementerian ATR/BPN sampai tahun 2019, dari target 126 juta bidang 

tanah di Indonesia, sebanyak 62 juta bidang tanah telah terdaftar, sehingga 

masih terdapat 64 juta bidang tanah sisanya yang menjadi target kegiatan 

pendaftaran tanah sampai tahun 2025, sesuai dengan target Kementerian 

ATR/BPN (Wicaksono & Setiawan 2019). Kegiatan PTSL ini bertujuan 

untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum 

Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, 

aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi 

negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. 
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Menurut Sumardjono (2018, 219), tanah merupakan salah satu faktor 

ekonomi penting serta mempunyai nilai strategis dari berbagai sudut 

pandang, baik dari segi sosial, politik atau budaya yang tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang. Selain 

itu, tanah juga dijadikan sebagai sumber daya yang langka diperlukan untuk 

memenuhi kegiatan industri, perdagangan, jasa, serta kegiatan-kegiatan lain. 

Oleh karena itu, dengan terselenggaranya program sertipikasi tanah ini 

diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dari kegiatan 

jual beli, sewa menyewa, pemberian Hak Tanggungan dan lain-lain, 

sehingga dapat memberikan sumbangsih dalam pemenuhan kebutuhan 

berusaha (Samudra 2017). 

Masyarakat penerima program PTSL, perlu diberikan pemahaman 

tentang manfaat sertipikat tanah dalam membantu keberlangsungan usaha 

yang dimiliki, terutama bagi pelaku usaha dapat memanfaatkan sertipikat 

tersebut sebagai akses untuk memperoleh pinjaman modal dari lembaga 

keuangan. Tentu dengan modal ini diharapkan dapat dikelola dengan baik 

oleh masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha yang telah dimiliki. 

UMKM merupakan usaha yang bersifat produktif untuk dikembangkan 

dalam mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di 

Indonesia serta memberikan pengaruh terhadap sektor-sektor yang lain 

untuk bisa berkembang, salah satunya pada sektor jasa perbankan 

dikarenakan hampir 30% UMKM menggunakan modal operasional dari 

perbankan (Suci 2017).  

Kegiatan PTSL yang diselenggarakan oleh pemerintah, memberikan 

peluang bagi masyarakat pelaku usaha untuk memanfaatkan sertipikat 

sebagai jaminan memperoleh modal dari lembaga keuangan. Dengan 

memiliki sertipikat, masyarakat akan memperoleh kemudahan akses untuk 

memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga fungsi dan manfaat 

sertipikat sebagai jaminan kredit diharapkan dapat meningkatkan nilai 

tambah bagi wirausaha di masyarakat dalam jangka panjang dan tentu ke 
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depan akan melahirkan kesejahteraan (Sudibyanung, Iswahyuni & Prasetyo 

2019). 

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, merupakan salah satu Kantor 

Pertanahan di Provinsi Jawa Timur yang telah melaksanakan program PTSL 

tahun 2017, dengan target 20.780 bidang tanah (Dashboard PTSL 2017). 

Berdasarkan informasi tersebut, untuk jumlah lokasi pensertipikatan 

terbanyak berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu dengan jumlah 1.088 

bidang tanah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Madiun tahun 

2018, jumlah UMKM pada objek lokasi PTSL di Kecamatan Wungu yaitu 

3.333 usaha.  

Tabel 1. Jumlah Sertipikat dan Pelaku Usaha Kecamatan Wungu 

No. Desa/Kelurahan Jumlah Sertipikat 
PTSL Tahun 2017 Jumlah UMKM 

1 2 3 4 

1 Sidorejo 1.088 583 

2 Brumbun 245 370 

3 Kresek 4 889 

4 Tempursari 349 679 

5 Nglambangan 271 362 

6 Sobrah 200 450 

Total 2.158 3.333 
Sumber: Pengolahan Data Sekunder Tahun 2020 
 

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah usaha di 

Desa Sidorejo yaitu 583 usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu 

dilakukan penelitian tentang upaya masyarakat khususnya pelaku usaha di 

Desa Sidorejo dalam memanfaatkan sertipikat hak atas tanah hasil program 

PTSL guna meningkatkan modal usaha. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Pemanfaatan Sertipikat Tanah 

Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya 

Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Modal Usaha (Studi Kasus 

di Desa Sidorejo Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)’. 
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B. Rumusan Masalah  

Salah satu tujuan diselenggarakannya program PTSL adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi 

negara. Masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tanah dapat 

menjadikan sertipikat tersebut sebagai finansial inclusion atau modal 

pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil, guna meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya (Humas ATR/BPN 2018). Upaya tersebut dapat 

dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan sertipikat tanah sebagai 

jaminan memperoleh modal usaha melalui lembaga keuangan. Program 

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan dengan 

jumlah target yang banyak, berbeda dengan program pendaftaran tanah yang 

telah dilaksanakan sebelumnya.  

Masyarakat penerima sertipikat tanah khususnya bagi pelaku usaha di 

Desa Sidorejo, memiliki peluang untuk memanfaatkan sertipikat tersebut 

sebagai jaminan untuk memperoleh modal guna meningkatkan dan 

mengembangkan usaha yang dimiliki. Dalam memanfaatkan sertipikat tanah 

tersebut, tentu diperlukan peran dari pemerintah daerah setempat serta 

lembaga keuangan dalam memberikan pemberdayaan serta akses 

permodalan kepada pelaku usaha yang merupakan wujud dari optimalisasi 

tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan upaya 

masyarakat peserta program PTSL dalam memanfaatkan sertipikat tanah 

sebagai upaya meningkatkan modal usaha. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan 

sertipikat tanah hasil program PTSL sebagai upaya masyarakat dalam 

rangka meningkatkan modal usaha serta peran pemerintah dan 

lembaga keuangan dalam memberikan pemberdayaan serta akses 

permodalan kepada pelaku usaha di Desa Sidorejo. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan 

serta pengetahuan tentang pemanfaatan sertipikat tanah pasca 

program PTSL sebagai upaya masyarakat dalam rangka 

meningkatkan modal usaha. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

kepada pemerintah dan lembaga keuangan dalam menentukan 

langkah dan kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan hak 

atas tanah masyarakat pasca program sertipikasi PTSL. Untuk 

masyarakat pelaku usaha penerima sertipikat, diharapkan 

memperoleh pengetahuan tentang manfaat sertipikat yang dapat 

digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal dalam 

rangka mengembangkan usaha yang dimiliki. 

 

7 

 



BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari 30 pelaku usaha di 

Desa Sidorejo diperoleh 16 orang sudah memanfaatkan sertipikat tanah 

untuk memperoleh dana pinjaman, namun hanya 4 orang diantara pelaku 

usaha tersebut yang memiliki prospek terhadap peningkatan modal usaha. 

Untuk 14 pelaku usaha lainnya belum memanfaatkan sertipikat tanah 

untuk keperluan apapun. Dari informasi tersebut menunjukkan bahwa 

masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sertipikat 

tanah sebagai akses permodalan dalam rangka meningkatkan dan 

mengembangkan usaha yang dimiliki.  

2. Belum terlaksananya kegiatan pemberdayaan hak atas tanah terhadap 

pelaku usaha mikro dan kecil pasca program PTSL tahun 2017. Hal ini 

dikarenakan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Madiun belum memiliki anggaran dana untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. Sehingga, belum terjalin kerjasama antara Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dengan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Pemerintah Desa Sidorejo serta 

Bank BRI untuk melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah terhadap 

pelaku usaha mikro dan kecil. 

B. Saran 

1. Perlu dilakukan pemberdayaan serta pendampingan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Mikro serta Bank BRI pasca penyelenggaraan program 

sertipikasi PTSL. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, 

wawasan dan pemahaman kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan 

sertipikat tanah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dalam 

rangka membangun dan meningkatkan usaha, sehingga mampu 
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mewujudkan kesejahteraan dan prospek peningkatan modal pelaku 

usaha. 

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah serta 

menyediakan anggaran dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah bagi 

pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya Kantor Pertanahan Kabupaten 

Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Madiun serta melibatkan lembaga keuangan sebagai pemberi dana 

pinjaman salah satunya Bank BRI Cabang Madiun. 
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